
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 08 TAHUN 2OI9

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (t)

dan Pasal 1O4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cata

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2A2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim€rna

dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2020;
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Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelen ggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a28611'

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

aaool;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a+2\;
/)
(,,

2.

3.

4.

5.
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8.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a4381;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aTool;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2Of 5 tentang Pembahan Kedua

Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

9.

10.

/rt
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46631;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOB

tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8l7l;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6AaLl;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 61781;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI9 Nomor 42, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahtsn 2Ol5 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2075-2079 (l*rnbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); r

t2.

13.

t4.

15.

L6.
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t7. Peratura:r Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir d.engan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaant,

Pengenda)ian dan Evaluasi Pembanganan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun

2olg tentang Pen5rusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 611);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

O47 Tahun 2Ot9 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2O2O;

18.

19.

20.
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2OOB Nomor O5), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9 Tahun 2Al5

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol5 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lernbaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (I*mbaran Daetah Kabupaten

Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2Ol3 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2Ol3 Nomor 05);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan

Peranglat Daerah (Lembaran Daerah Kabrrpaten

Tapin Tahun 2Ot6 Nomor O9);

22.
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04

Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ot9 Nomor O4);

27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

darr Fungsi serta Tata Keqa Perangkat Daeruh

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2U^16 Nomor 25), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018

tentang Perlbahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 25 Tahun 2OL6 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN

2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten TaPin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati TaPin.



4.

5.

6.

7.

8.
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Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsu.r pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adatah Dokumen Perencanaan Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah-

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode

1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal aflggararr yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap progr€tm sebagai acuan dalam pen5rusunan

renczr.na kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2O2O rnerupakan Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari

2O2O sampai dengan tanggal 31 Desember 2O2O-

9.

10.
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(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:

a. pedoman perumus€rn penyempunlaan rancanga.n akhir

Renja Perangkat Daerah Tahun 2O2O; dan

b. pedoman pen5rusun€rn rancangan KUA dan PPAS da-lam

rangka penJrusunan Rancangan APBD Tahun 2O2O.

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2O2O ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal z8 Ii 2A19

SEKRETARIS DA H KABUPATEN TAPIN,

MASY NIANSYAH

f
fi

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal ?g Jul.i Za g
I

BUPATT TAPIN, 
F

BERITA DAE KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI9 NOMOR J8


